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ABSTRAK

indonesia sebagai nepara berkembang terus melakukan peningkalan
terhadap sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia tersebut
terus dilakukan dalam bentuk pembangunan baik fisik maupun psikis, Hal im
dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan menuju msyarakat adil
dan makmur. Perumahan merupakan masalah yang komplek yang berkaitan
dengan segi-segi politik, sosial budaya dan pertshanan serta keamanan nasional.
Permasalahan ini sangat wajar mengingat hakekat dan fungsi perumahan yang
begity luas dalam kehidupan manusia walaupun terdapat perbedaan persepsi
dalam hal-hal tertentu. Berbicara tentang tanggung jawab developer terhadap
pengadaan tanah perumahan adalah pembebasan tanah, tidak ada tuntutan dar
pihak ketigs, sarana jalan, saluran pembuangan air, air minum, lisirik, telepon,
fasilitas sarana ibadeh, fasilitas sarana olah raga, dan memenuhi analisa dampak
lingkungan. Developer bertanggung jawab kalau terbukti sccara sah alas
kelalaiznnya dalam pelaksanaan pekerjman. Yang penulis kaji dalam skripsi ini
adalah bagaimana tenggung jawab developer FT. Pembangunan Sumbar dalam
penyedipan tanah, apa-spa saja kendala yang dihadapi Developer PT.
Pembangunan Sumbar schagai penangpung jawab dalam pelaksansan penpadaan
perumahan, bagaimans upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dan kedua
belah pihak. Dalam skripsi ini penulis menggunakon metode penelitian yuridis
sosiofogis dengan teknik wawancara, dan hasil penelitian didapat sangat perlu
developer menjelaskan secara transparan kepada kKonsumen bahwa tanggung
jawab developer terhadap produk atau rumah dan fasilitas lainnya. Sehingga
konsumen tahu dengan hak-haknya dan diharapkan kepada konsumen yang
membeli rumah melalui developer sebelumnya harus dipelajari kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi agar di kemudian han tidsk ada pihak yanp merasa
dirugikan. REl dan pemerintah telah melaksanakan pengawasannys benar-benar
memperhatikan standarlisasi suatu perumahan dan selalu mengadakan kontrol
kepada developer agar kualitas perumahan terjaga dengan baik. Setelah developer
membeli tanah dan menguasainya, sebelum membuat rencana proyek perumahan
dan mengajukan izin lokasi, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu rencana
pembangunan dacrab atau planning kota. Selanjutnya menyesuaikan rencana
provek perumahan tersebut dengan rencana Hal ini untuk menghindarkan jangan
sampai terjadi  setelah izin lokasi diperoleh temysta lokasi tamsh  yang
direncanakan akan dibangun perumahan temyata tidak diperuntukkan untuk
komplek perumahan. Diharapkan  kepada  developer untuk  menyelesaikan
bangunan tepat pada waktunya dan mutenya diseseaikan dengan Ketentuan yang
telah disepakati,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia scbagai Negara berkembang terus melakukan peningkatan
terhadap sumber daya manusianya, Peningkatan sumber daya menusia terscbut
rerus dilakukan dalam bentuk pembangunan baik fisik maupun psikis. Hal ini
dilakukan dalam rangka mewujudkan twjuan pembangunan menuju masyarakat
adil dan makmur.

Perumahan merupakan masalah kompleks yang berkaitan dengan segi-
segi politik, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan nasional. Permasalahan
i sangal wajar mengingat hakekat dan fungsi perumahan yang begitu luas dalam
~=hidupan manusia walaupun terdapat perbedaan persepsi dalam hal-hal tertentu.

Pembangunan industri perumahan sangat eral kaitannyva dengan tanah,
=nzh disediakan oleh pihak developer untuk tujuan pembangunan perumahan,
“tlzkukan dengan cara melakukan pembelian terhadap tanah,

Cara Memperoleh Tanah Bagi Keperluan Pembangunan  Perumahan,
—i.Em suasana pembangunan vang sedang giat kita laksanakan, kebutuhan akan
=20 semakin meningkat. Hal vang  disebabkan karena semua  kegiatan
sembangunan baik dikota maupun di desa banvak membutuhkan tanah terutams

—=zm pembangunan perumaban. Untuk itu penulis membahas terlebih dahulu



-

mengenai  prases yang ditempub oleh PT. Pembangunan Sumbar sebagai

Developer Perumahan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses pengadaan {anah

untuk pembangunan yangs sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah ;

i.

Pencabutan hak atas tanah
Pengaturan mengenai pencabutan hak atas tanah terdapat dalam pasal 18
UUPA No. 14 tabun 1960, yang ,menyatakan

“Untuk Kepentingan umum termasuk  kepentingan bangsa dan

negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat

dicabut dengan memberikan ganti rugi vang layak dan menurut
cara yang diatur dengan Undang-undang™.

Dan pasal diatas kita ketahui pencabutan atas tanah dilakukan
apabila cara-cara lain telsh ditempuh untuk mendapatkan tanah bag;
bangunan tidak membawa hasil sebagaimzna vang dibarapkan, jadi
pencabutan atas tanah ini merupakan upava akhir dari vang dilakukan
pemenntah untuk mendapatkan tansh

Developer sebagai pihak penyvedia tanzh  untuk perumahan
melakukan negosiasi dengan pihak-pihak ferkait dalam melakukan jual-
beli tanah, apa bila para pibak telah setuju maka akan dibuat akta Jual belj
serta balik nama sentifikat hak milik atas tanah oleh pejabat vanp
Serwenang yaitu Notards dan dibantu olch Badan Pertanahan Nasional,
“engadaan tanah dengan cara pelepasan atau pembebasan tangh

‘ual-beli, tukar-menukar, aau eara lain vang dapal disepakati sccara

wukarela oleh pihak-pibak vang bersangkutan.



C. Tujuan Penelitian

[Dari masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan diadakannva

penelitian int adalah sebagal berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab developer PT. Pernbangunan

(]
'

Lak

Sumbar dalam penyedian tanah untuk pembangunan perumahan.

Untuk mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  Developer PT.
Pembangunan Sumbar  sebagai  penanpggungjawab  dalam  pelaksanaan
pengadaan tanah,

Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dari kedua

belah pihak.

Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah -

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan perpustakaan

imu Hukum khususnya Hukum Perdata dan sumbang saran bagi developer

dalam  mempertanggung  jawabkan pengadaan  tanah, terutama  PT.

Pembenpunan Sumbar.

Secara praktis

+ Bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah agar dapat mengatur,
membina dan mengawasi penyalahounaan  tanah  oleh develaper
perumahan, disamping ity untek sebagai pedoman kepada developer
perumahan  lainnya unluk  menvelenggarakan dan MEemperianggung

Jawabkan pengadaan tanab untuk pembangunan perumaan di Indonesia,
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PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembabasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

1.

Ed

Tanggung jawab developer PT. Pembangunan Sumbar dalam penyediaan
tanah adalah sebagai berikut ‘Tanggung jawab developer adalah menyedikan
tanah untuk dibangunnys perumaban tersebut, dan setclah tanah terschut
dircncanakan oleh Tata Kota barulah developer dapat memulai pembangunan
dan menjualnya kepada masyarakat atau konsumen, membeli tanah untuk
pembangunan yang sudah ada sentifikat  dan bukan tanah vang dalam
sengketa atau perkara, Membuat akta notaris atau akta jual beli pada notaris
dan balik nama sertifikat dari 5i penjual menjadi atas nama PT. Pembangunan
Summbar, menurut di atas tanah yang telah atas pama PT, Pembangunan
Sumbar dibangun vang telah ada pembeli rumah paling kurang pembeli
sebanyak 20 orang untuk 20 unit rumah, Rumah, rumah dibangun setelah
pembeli atay konsumen telah menvetorkan wang muka, kalau rumah sudak
stap dan konsumen telah membavar harga rumall sesuai PErjinjian sceaara
tunai atau melalui kredit. Bank, developer mengadakan pemecahan sertifikat
menurut nama masing-masing konsumen dan dibuat akta jual heli di notaris
dam terus pembuatan serlifikat di Badan Pertanahan Nasional Padang,

Kendala-kendala vang dibadapi developer PT. Pembangunan Sumbar sebagai
penanpgung jawab dalam pelaksanaan penpadasn perumalan. Permasalahan

vang timbul dalam prakiek pengadaan tanah untuk provek perumahan oleh

Ti



PT. Pembangunan Sumbar antara lain dalam memperoleh tanah yang akan
dipergunakan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan. PT, Pembangunan
sumbar membeli tanah vang temyata tanah milik kavm. Dimana setelah PT.

Pembangunan Sumbar membeli tanah vang semula merupakan tanah kaum

tersebut dan telah mempunyai sertifikat hak milik, tetapi tidak dapat dikuasai

oleh PT. Pembangunan Sumbar

a. Tanah pada sast ini memang sulit untuk mendapatkannya, karena
banyaknya tanah ulayvat dan dalam sengketa antara kaumnya.

b. Tanah persedian di FT. Pembangunan Sumbar memang ada tapi di daerah
pnpgir laut di dacrah Lubuk Buaya, Karena isu tsunami masih menjadi
kendala untuk penjualannya atau pemasarannva.

Upaya penvelesaian jika tegjadi wanprestasi dari kedua belah pihak

Konsumen PT. Pembangunan Sumbar sampai sast sekarang ini belum pernah

terjadi wanprestasi, rata-rala hamper 90 persen dari Konsumen PT.

Pembangunan melakukan pembelian rumah pada perumahan Wisma Indah

Lestari Lubuk Buaya tersebut dengan cara kredit vang rata-rata berkisar antara

10 sampai 15 tahun dengan bantuan KPR atau Bank, wanprestasi konsumen

kepada pihak developer tidak pemab terjudi. tetapi  Konsumen PT.

Pembangunan Sumbar yang emnpguanakan jasa kredit perumahan dalam

bentuk KPR mungkin saja terjadi, maka konsumen tidaklah bertangpung

jawah kepada PT, Pembangunan Sumbar tetapi antara konsumen dengan Bank

pembert kredit,
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